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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Lembaga pemerintahan merupakan lembaga yang dipercaya oleh 
masyarakat untuk mengatur kepentingan negara. Begitupun dengan pemerintah 
daerah, yang dipercayakan untuk mengatur kepentingan daerahnya masing-
masing. Berdasarkan Undang-Undang Penetapan Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah  menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek 
hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan 
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 
sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Penilaian kinerja keuangan 
pemerintah daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005.  
Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. 
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang 
bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa 
laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, 
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sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan 
keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN. 
Dalam melakukan pemeriksaan aspek kinerja, pemeriksaan juga mengacu 
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian internal. 
Pemeriksaan aspek kinerja dilakukan secara objektif dan sistematik terhadap 
berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas 
kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan aspek kinerja 
menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program 
dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab 
untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan 
pertanggungjawaban publik. Aspek kinerja dapat memiliki lingkup yang luas atau 
sempit dan menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, 
penelitian atau evaluasi. Dalam pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, 
simpulan dan rekomendasi. 
Masing-masing daerah memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan 
pengelolaan sehingga prestasi atau kinerjanya berbeda. Apabila pemerintah daerah 
yang tanggap terhadap program yang dilaksanakan berusaha semaksimal mungkin 
untuk pencapaian yang di inginkan, tentu akan berbeda hasilnya dengan 
pemerintah daerah yang tidak banyak melakukan tindakan untuk pencapaian 
programnya. Menurut Joedono dalam (Halim, 2007) pada sektor publik besar 
kecilnya dana (nilai uang) yang tercantum pada APBN/APBD akan 
mencerminkan peranan pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan 
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masyarakat suatu negara atau suatu daerah. Sehingga dari sinilah akan terlihat 
hasil kinerja masing-masing daerah nantinya, baik dari segi program 
pembangunan maupun lainnya. Begitupun dengan opininya, setiap provinsi akan 
mendapat opini yang berbeda-beda sesuai dengan kelayakan atas penyajian 
laporan keuangannya.  
Fakta memperlihatkan bahwa masih buruknya kinerja keuangan pemerintah 
daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 415 LKPD tahun 2012, 
BPK memberikan opini WTP atas 113 (27%) LKPD. Perkembangan Opini Audit, 
tindak lanjut rekomendasi dan indeks persepsi korupsi dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
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Tabel 1.1 Persentase Perkembangan Opini audit, Tindak Lanjut 
Rekomendasi audit dan Indeks Persepsi Korupsi 
Tahun 2009-2012 
 
Tahun 
Perkembangan 
Opini Audit 
(WTP %) 
Tindak Lanjut 
Rekomendasi         
(Sesuai Rekomendasi %) 
Indeks Persepsi 
Korupsi       
(Poin) 
2009 3% 47,33% 2,8 poin 
2010 7% 24,58% 2,8 poin 
2011 13% 58,02% 3,0 poin 
2012 27% 54,21% 3,2 poin 
  Sumber: www.bpk.go.id dan www.ti.or.id  
Keterangan IPK:  
0   = paling korup  
10 = paling bersih 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan dari tahun 2009 
sampai 2012 untuk opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks 
persepsi korupsi. Perkembangan tersebut menunjukkan bagaimana kinerja 
pemerintah daerah selama 4 tahun terakhir. Untuk opini audit dan tindak lanjut 
rekomendasi audit sesuai persentase diatas menunjukkan peningkatan yang 
mengartikan bahwa kinerja pemerintahan daerah semakin bagus atau mengarah ke 
arah positif. Apabila dilihat secara lebih menyeluruh, opini LKPD dalam 4 tahun 
terakhir (2009-2012) mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang 
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memperoleh opini WTP naik sebanyak 24 poin persen, yaitu dari 3% pada tahun 
2009 menjadi 27% pada tahun 2012. Begitupun dengan tindak lanjut rekomendasi 
audit yang mengalami peningkatan sebesar 6,88 poin persen, yaitu dari 47,33% 
pada tahun 2009 menjadi 54,21% pada tahun 2012. (sumber: www.bpk.go.id)  
Dan untuk indeks persepsi korupsi sendiri, dapat di gambarkan melalui poin. Poin 
0 menunjukkan tingkat provinsi/daerah yang memiliki korupsi yang sangat tinggi, 
sedangkan poin 10 menunjukkan daerah/provinsi sangat bersih atau tingkat 
korupsinya sangat rendah. Berdasarkan data diatas poin tersebut menunjukkan 
perbaikan sebesar 0,4 poin selama 4 tahun terakhir, tapi dapat dilihat bahwa skor 
tersebut masih menunjukkan angka yang tinggi untuk tingkat korupsinya. Jika 
dilihat dari poin diatas hal ini terbukti dengan adanya kasus yang terjadi di 
pemerintah daerah dengan tingkat korupsi yang masih tinggi yang dapat 
menyebabkan kerugian daerah. (sumber: www.ti.or.id) 
Berdasarkan data yang didapatkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semesteran (IHPS) tahun 2012, data kerugian daerah periode semester II tahun 
2012 sebanyak 306 kasus senilai Rp 8,58 miliar dengan penyelesaian berupa 
angsuran sebanyak 56 kasus senilai Rp 0,64 miliar, pelunasan sebanyak 84 kasus 
senilai Rp 3,89 miliar, dan penghapusan sebanyak 2 kasus. Sisa kerugian daerah 
yang belum diselesaikan sebanyak 239 kasus senilai Rp 4,05 miliar. Sedangkan 
hasil pemeriksaan juga mengungkapkan temuan ketidakpatuhan terhadap 
perundang-undangan LKPD pada kelompok temuan kerugian daerah terjadi di 
pemerintah provinsi sebanyak 262 kasus senilai Rp 148.010,85 juta. Kelompok 
temuan potensi kerugian daerah terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 31 kasus 
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senilai Rp 63.763,15 juta. Kelompok temuan kekurangan penerimaan terjadi di 
pemerintah provinsi sebanyak 84 kasus senilai Rp 47.580,055 juta. Sedangkan 
kelompok temuan penyimpangan admisistrasi terjadi di pemerintah provinsi 
sebanyak 150 kasus. Untuk temuan ketidakhematan ketidakefisienan dan 
ketidakefektifan terjadi di pemerintah provinsi 45 kasus senilai Rp 185.261,17 
juta. (sumber: www.bpk.go.id) 
Dengan terjadinya kasus-kasus pelanggaran ataupun kecurangan yang 
terjadi di pemerintah daerah dapat menyebabkan kerugian, maka pemerintah 
daerah seharusnya lebih giat lagi dalam meningkatkan kinerjanya. Dari kasus 
diatas juga masih terlihat bagaimana kinerja pemerintah daerah yang dinilai 
masih kurang. Dengan adanya peran BPK yang seharusnya bisa menekan 
terjadinya kesalahan dan kecurangan serta agar dapat meningkatkan kinerja, 
tetapi masih sulit rasanya mewujudkan dan menekan angka kecurangan dalam 
pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK selalu memberikan 
rekomendasi atas temuan yang didapatnya, disinilah peran penting anggota 
pemerintah daerah untuk selanjutnya mematuhi rekomendasi yang diberikan 
BPK. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa 
pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan pemeriksa 
Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau 
penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari 
setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi 
hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada 
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lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Dan berdasarkan temuan 
yang didapatkan inilah yang nantinya dijadikan sebagai penilaian untuk 
pemberian opini. Dan dari opini inilah kinerja keuangan dari setiap pemerintah 
daerah akan jelas terlihat. 
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisasi (Bastian, 2007). Keuangan daerah menggambarkan cerminan 
kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah didanai dari dan atas beban 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, pada penelitian ini 
terdapat tiga variabel bebas yaitu opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit 
dan indeks persepsi korupsi. 
Opini audit dinilai oleh BPK sebagai bentuk penilaian atas kewajaran 
laporan keuangan yang telah disusun selama satu periode oleh entitas 
pemerintahan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mendapatkan opini terbaik 
yaitu WTP yang akan mempengaruhi keberhasilan kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Opini audit dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan 
pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang di audit. 
Dengan kata lain, semakin wajar opini audit BPK maka seharusnya menunjukkan 
semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah. Pernyataan ini selaras dengan 
(Harun, 2009) dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah 
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input, output dan outcome yang selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan 
satuannya, rencana dan realisasi.  
Selain opin, BPK juga memberikan rekomendasi. Rekomendasi adalah 
sarana dari pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan 
kepada orang/badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau 
perbaikan (BPK, 2014). Rekomendasi dimaksudkan agar temuan yang didapati 
dapat segera ditindak lanjuti dan dapat mengurangi angka kerugian daerah yang 
dapat disebabkan karena kekurangan penerimaan. Pemerintah daerah yang 
memiliki kinerja yang bagus, pasti akan menindaklanjuti temuan yang didapati 
oleh BPK.  
Kinerja yang baik juga dapat tercermin dari tingkat korupsi yang rendah. 
Menurut Rinaldi, dkk (2007) Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya 
perbedaan/inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan 
daerah, kerjasama antara legislatif dan eksekutif serta minimnya porsi partisipasi 
dan pengawasan publik. Korupsi menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, karena 
dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan dan tentu saja sangat 
merugikan dan dapat menyebabkan kinerja pemerintah daerah semakin terlihat 
buruk bagi masyarakat luas. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alfun (2016), 
variabel yang digunakan yaitu opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan 
indeks persepsi korupsi. Yang mana hasil dari penelitian Alfun ini menunjukkan 
bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Namun penelitian Nandhya (2013) dan Nuansa (2010) menunjukkan hasil yang 
berbeda dengan penelitian Alfun (2016), yang  menunjukkan bahwa opini audit 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
Pengujian terhadap variabel tindak lanjut rekomendasi audit juga telah dilakukan 
oleh Hermin (2013) memberikan bukti yang signifikan pengaruh tindak lanjut 
rekomendasi audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian 
ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Alfun (2016). 
Dari fenomena diatas dan hasil dari berbagai penelitian yang berbeda saya 
tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Dimana peneliti menggunakan variabel yang sama 
dengan penelitian Alfun (2016), yaitu opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit 
dan indeks persepsi korupsi. Selain itu peneliti juga melakukan objek penelitian 
yang berbeda dari penelitian Alfun (2016), karena masih adanya perbedaan 
mengenai hasil dari beberapa penelitian, peneliti tertarik meneliti kembali tentang 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Dikarenakan masih jarang penelitian tentang 
audit pemerintahan, selain itu peneliti juga ingin mengetahui keadaan 
perkembangan terkini opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks 
persepsi korupsi yang ada di pemerintah daerah. 
Untuk penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian pada tahun 2012 
dikarenakan keterbatasan penelitian yaitu data yang dikeluarkan oleh Indonesia 
Governance Index (IGI) hanya dikeluarkan empat tahun sekali, dan data tahunan 
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yang terakhir dikeluarkan IGI yaitu pada tahun 2012. Atas dasar pertimbangan 
inilah peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tahun 2012. 
Maka dari itu, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah peneliti ingin meneliti yang berjudul “pengaruh opini audit, 
tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada 31 provinsi di Indonesia)”. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 
perumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Apakah opini audit mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah 
pada 31 provinsi di Indonesia? 
2. Apakah tindak lanjut rekomendasi audit mempengaruhi kinerja keuangan 
pemerintah daerah pada 31 provinsi di Indonesia? 
3. Apakah indeks persepsi korupsi mempengaruhi kinerja keuangan 
pemerintah daerah pada 31 provinsi di Indonesia? 
4. Apakah opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi 
korupsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  kinerja keuangan 
pemerintah daerah pada 31 provinsi di Indonesia? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian tentang pengaruh opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan 
indeks persepsi korupsi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ini 
mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 
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1. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit mempengaruhi kinerja 
keuangan pemerintah daerah pada 31 provinsi di Indonesia.  
2. Memperoleh bukti empiris apakah tindak lanjut rekomendasi audit 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada 31 provinsi di 
Indonesia. 
3. Memperoleh bukti empiris apakah indeks persepsi korupsi mempengaruhi 
kinerja keuangan pemerintah daerah pada 31 provinsi di Indonesia. 
4. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit, tindak lanjut rekomendasi 
audit dan indeks persepsi korupsi secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah pada 31 provinsi di 
Indonesia. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain, yaitu: 
1. Bagi Provinsi di Indonesia  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat terus 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah di seluruh Provinsi di Indonesia. 
2. Bagi Pemerintah daerah  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui 
seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan telah 
sesuai dengan Peraturan SAP yang berlaku.  
3. Bagi Praktisi dan Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penambahan dan 
pengembangan dalam penelitian dimasa yang akan datang. 
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4. Bagi penulis  
Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan memperdalam 
pengetahuan khususnya dalam jurusan akuntansi mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi 
korupsi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 
akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi 
masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut. 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu 
memecahkan masalah penelitian, mengenai opini audit, tindak lanjut 
rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah serta penelitian-penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 
analisis data dan operasional variabel penelitian. 
 
 13 
BAB IV : PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, dan identifikasi pengukuran variabel. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan 
pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
